
MANTAN Ketua PB NU 
Hasyim Muzadi men-
de sak pemerintah RI 
un tuk bertindak cepat 
de ngan me ngirim TNI 
gu na mem be bas kan 20 awak 
kapal MV Si nar Kudus yang 
di sande ra pe rompak di Teluk 
Aden, So ma lia. 

Hasyim, dalam kapasitasnya 
sebagai Sekretaris Jenderal 
In   ternational Conference of 
Is  la mic Scholars (ICIS), telah 
me nemui Dubes Somalia un-
tuk Indonesia Muhammad 
Alu pada Sabtu (9/4). “Dubes 
me nyarankan pemerintah In-
donesia berlaku keras terha-
dap perom pak. Kalau tidak, 
ne gosiasi akan bertele-tele dan 
sangat mahal,” kata Hasyim di 

Jakarta, kemarin.
Hasyim juga menjelaskan 

se   tiap kapal yang lewat Teluk 
Aden menuju Terusan Suez 
di  ka wal militer setiap negara. 
Ha nya kapal Indonesia yang ti-
dak dikawal sehingga langsung 
dibajak.

Panglima TNI Laksamana 
Agus Su hartono, kemarin, eng-
gan berkomentar soal pengirim-

an pasukan kare-
na informasi itu 
dikatakannya bersifat rahasia. 
Sikap serupa ditunjukkan Men-
ko Polhukam Djoko Suyanto 
yang membenarkan pemerintah 
telah menyiapkan opsi khusus 
terkait dengan pembajakan. 

Namun, Djoko tidak mau me-

merinci opsi khusus itu, terma-
suk soal kabar sudah adanya 
pengiriman pasukan Marinir ke 
Teluk Aden. 

“Pemerintah me milih menge-
depankan opsi diplomasi demi 
keselamatan anak buah kapal,” 

kata Djoko, kemarin.
PT Samudera Indonesia Tbk, 

pemilik kapal yang dibajak, 
juga enggan membeberkan soal 
pembayaran tebusan. Perseroan 
menilai informasi yang dipub-
likasikan hanya akan mengun-
tungkan pembajak.

“Kami tidak dapat mengung-
kapkan permintaan pembajak 
terkait dengan uang tebusan ka-
rena jumlahnya terus berubah,” 
jelas Wakil Dirut PT Samudera 
Indonesia David Batubara di 
Jakarta, kemarin. 

Perompak membajak MV 
Sinar Kudus yang berlayar de-
ngan muatan nikel dari Poma-
laa, Sulawesi Tenggara, menuju 
Rotterdam, Belanda, di perairan 
Arab pada 16 Maret. Awalnya 
tebusan yang diminta US$2,6 
juta, lalu berubah US$3,5 juta.

Kepada Metro TV, kemarin, 
kapten kapal Slamet Jauri meng-
aku berhasil menurunkan tun-
tutan tebusan menjadi US$3 
juta (sekitar Rp27 miliar). (Mad/
Nav/Atp/SZ/*/Ant/I-1)

Berita terkait hlm 12

ANATA SYAH FITRI

HANYA berselang 72 
jam sejak terekam 
kamera pewarta fo-
to Media Indonesia 

Muhammad Irfan tengah me-
nonton video porno di Sidang 
Pa ripurna DPR pada Jumat 
(8/4), anggota Komisi V DPR 
asal Fraksi PKS Arifi nto akhir-
nya mengundurkan diri dari 
DPR, kemarin. 

Dengan didampingi Sekreta-
ris Fraksi PKS Abdul Hakim, 
sa lah seorang pendiri Partai 
Kea dilan (cikal bakal PKS) itu 
mengumumkan pengunduran 
di ri dalam konferensi pers di 
lan tai IV, Gedung Nusantara I 
DPR, Senayan, Jakarta.

Arifi nto pun meminta maaf 
ke pada seluruh anggota DPR 
dan seluruh kader PKS. “Atas 
pemberitaan terhadap diri saya 
dan dinamika media yang ber-
kembang saat ini, saya meminta 
maaf kepada seluruh kader, 
simpatisan, konstituen PKS, ser-
ta kepada seluruh anggota DPR 
RI yang terhormat.”

Ia berharap keputusan peng-
un duran dirinya bisa menjadi 
pembelajaran bagi diri sendiri 
dan seluruh anggota DPR. Mes-
ki resmi mengundurkan diri 
se bagai anggota DPR, Arifi nto 
masih akan bekerja untuk PKS. 
“Untuk selanjutnya saya akan 
tetap bekerja untuk kepentingan 
partai saya,” tuturnya.

Seusai membacakan surat 
pernya taan pengunduran diri, 
Arifi nto langsung keluar ruang-

an menuju mobilnya dengan 
penjagaan ketat dan tanpa bi-
cara sepatah kata pun. 

Menurut pengakuan Arifi nto, 
pengunduran dirinya tidak 
ber dasarkan paksaan siapa 
pun. Abdul Hakim mengakui 
pengunduran diri Arifi nto bu-

kan atas desakan DPP PKS. 
“Itu murni inisiatif dan tang-
gung jawab pribadi yang perlu 
diapresiasi,” ujar Hakim.

Ketika ditanya mengapa DPP 
PKS gamang menjatuhkan sank-
si yang paling berat, yakni pe-
mecatan dari keanggotaan par-

tai sebagaimana yang dilakukan 
terhadap pendiri PK Yusuf 
Su pendi, Hakim menyebut 
DPP PKS lewat badan penegak 
disiplin organisasi masih harus 
memeriksa dan mengkaji bukti-
bukti terkait Arifi nto, baru ke-
mudian menjatuhkan sanksi. 

“Keputusan untuk keluar dari 
partai belum bisa ditentukan 
sekarang. Kita akan undang fo-
tografer M Irfan untuk menjadi 
saksi dan narasumber lainnya. 
Biarkan saja dewan syariah be-
kerja secara objektif dan trans-
paran. Partai ini bukan partai 
malaikat,” terang Hakim.

Diberhentikan
Sementara itu, Dewan Syariah 

Pusat PKS meminta Arifin to 
bertobat. Arifi nto pun di berhen-
tikan dari keanggotaan Majelis 
Syura PKS periode 2010-2015.

Ketua Dewan Syariah PKS 
Surahman Hidayat menga takan 
pihaknya telah menggelar rapat 
pada Minggu (10/4) pu kul 20.00 
hingga pukul 23.00 WIB untuk 
membahas kasus Arifi nto. 

“Hasilnya, kami minta yang 
bersangkutan untuk taubat nasu-
ha. Membaca istigfar minimal 
100 kali selama 40 hari dan 
mem baca Alquran minimal sa tu 
kali khatam dalam 30 hari. Yang 
bersangkutan juga akan kami 
berhentikan dari ke anggotaan 
Majelis Syura PKS periode 2010-
2015,” kata Surahman.

Dalam surat pengunduran 
di rinya dari DPR, Arifi nto juga 
menyebut, “Saya akan mening-
katkan kualitas diri saya dengan 
terus-menerus memperbaiki 
diri dengan senantiasa beristig-
far, mengkhatamkan Alquran, 
meminta tausiah kepada para 
ulama, bersedekah kepada fakir 
miskin, dan juga semua kebaik-
an yang dapat saya lakukan 
de mi kejayaan hidup saya di 
akhi rat nanti.” (NA/*/X-7)

anata@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 3
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SCHWARTZEL 
MENGEJUTKAN 
Keberhasilan Charl 

Schwartzel menjuarai The 
Masters 2011 menjadikan 

dirinya sebagai pegolf ketiga 
Afrika Selatan yang menjuarai 
turnamen bergengsi ini.

Olahraga, Hlm 26

MENDUNIA BERKAT 
BUSANA KAYU
Paradigma yang ada di 
masyarakat bahwa kayu selain 
jati tidak memiliki nilai diubah 
Barata. Baginya, semua kayu 
punya nilai asalkan disentuh 
secara kreatif.

Sosok, Hlm 5
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ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejah-
tera, Arifi nto, akhirnya mengumumkan pengundur-
an dirinya sebagai anggota DPR periode 2009-2014. 
Ia mundur setelah tertangkap basah kamera Media 
In donesia saat menonton video porno dalam rapat 
pa ripurna, Jumat (8/4).

Arifi nto mengumumkan pengunduran dirinya itu 
dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Anggota DPR 
dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu menekan-
kan bahwa sikap yang dipilihnya itu atas kesadaran 
diri sendiri, bukan atas paksaan dari siapa pun.

Ia berharap keputusannya untuk mundur juga 
menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi partai, 
konstituen, dan selu-
ruh anggota DPR yang 
masih akan bertugas 
hingga 2014.

Kata ‘pembelajaran’ 
yang diucapkan Ari-
fi nto pa tut diberi garis 
tebal. Pembelajaran 
pertama dan terutama 
tentu untuk partai poli-
tik. Bukan rahasia lagi 
bahwa partai politik 
telah gagal membina 
kader mereka selama 
ini. Partai malah di-
pakai untuk transaksi 
yang berpotensi mem-
beri keuntungan poli-
tik dan ekonomi bagi 
pengurus.

Partai Keadilan Se-
jah tera tidak bisa men cuci tangan atas skan dal 
vi deo porno yang melibatkan Arifi n to. Bu kankah 
yang ber sang kutan menjadi anggota DPR karena 
di restui partai? Kare na itu, seba gai bentuk tanggung 
jawab, partai tidak bisa menyerahkan keputusan 
atas kelakuan jorok me nonton video porno itu se-
mata-mata atas kesadaran pribadi anggota. Partai 
Keadilan Sejahtera harus memperlihatkan ketegasan 
sikap terhadap pornografi  dengan tindakan nyata 
memecat anggo ta mereka.

Dengan tindakan yang tegas itulah antara lain par-
tai dapat memelihara integritas partai, yaitu satunya 
kata dan perbuatan. 

Kasus Arifi nto juga menjadi pembelajaran berhar-
ga, bahkan sangat berharga bagi konstituen agar 
ti dak terkelabui dalam memilih wakil di DPR. 
Kon  stituen harus jeli menilik rekam jejak partai 
dan calon anggota legislatif sebelum menentukan 
pi lihan politik. 

Tidak kalah penting adalah pembelajaran bagi 
anggota DPR lainnya. Adalah fakta yang terang-ben-
derang bahwa sebagian wakil rakyat sering mangkir 
sidang. Kalaupun hadir dalam rapat parlemen, 
sebagian di antara mereka lebih asyik ber-Facebook, 
ber-Twitter, menonton video porno melalui komputer 
tablet, dan bahkan terlelap dalam mimpi.

Harus jujur diakui bahwa rakyat sulit sekali mene-
mukan dan merasakan tetes keringat wakil mereka 
di Senayan yang bekerja berbasiskan komitmen dan 
integritas. Publik lebih kerap menjumpai anggota 
DPR metroseksual yang lebih mengutamakan gaya 
dan wangi penampilan, tetapi nihil keprihatinan 
sosial.

Wakil rakyat kian lupa diri sehingga ada jurang 
yang menganga antara aspirasi yang berkembang di 
tengah masyarakat dan materi persidangan dewan. 
Video porno hanyalah sebuah puncak gunung es 
yang terlihat di lautan persoalan Senayan. Karena 
itu, mundur saja tidak cukup, harus dipecat.

EDITORIAL

Mundur saja
belum Cukup

HASIL penelitian yang melibatkan 20 juta orang berusia 40 
tahun di 15 negara mengungkap-
kan risiko kematian prematur 
meningkat 63% pada mereka 
yang menganggur. 

Untuk kaum pria, risiko 
kematian prematur lebih 
besar, yaitu 78%, ketim-
bang perempuan (37%). 
Adapun dari segi umur, 
pengangguran di bawah 
usia 50 tahun lebih berisiko 
meninggal lebih awal.

Eran Shor, profesor sosiologi 
Universitas McGill di Montreal, 
Kanada dan koleganya mencatat dampak pengangguran 
terhadap tingkat stres dan status sosio-ekonomi seseorang 
sangat serius, yang pada akhirnya mereka mengabaikan 
kesehatan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar negara 
memberikan kebijakan kesehatan yang baik kepada ke-
lompok tunakarya. (HealthDay News/SZ/X-5)

Tunakarya dan Kematian
PAUSE

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

Publik 
lebih kerap 

menjumpai anggota 
DPR metroseksual 
yang lebih 
mengutamakan 
gaya dan wangi 
penampilan, tetapi 
nihil keprihatinan 
sosial.’’

PKS Gamang Sikapi Arifinto
Dewan Syariah 
Pusat PKS sepakat 
memberhentikan 
Arifinto dari Majelis 
Syura PKS periode 
2010-2015.

Pemerintah
Didesak
Kerahkan
TNI

MUNDUR: Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arifinto, meninggalkan gedung dewan seusai 
menyatakan mundur sebagai anggota DPR di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui e-mail:

interupsi@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com 

KEBERADAAN Wakil Guber-
nur Lembaga Ketahanan Nasio-
nal (Lemhannas) Marsekal Ma-
dya Rio Mendhung Thaleb di PT 
Sarwahita Global Management 
(SGM) semakin terkuak. 

Rio ter nyata menjabat komi-
saris utama perusahaan yang 
didirikan Inong Melinda atau 
Melinda Dee, tersangka pem-
bobol Citibank Rp17 miliar.

Perwira tinggi bintang tiga 
TNI Angkatan Udara itu mem-
be li 2.000 lembar saham Melin-
da sebagaimana tertuang dalam 
akta nomor 1 tanggal 12 Agus-
tus 2010 pada rapat umum pe-

megang saham tentang persetu-
juan penjualan saham. Adapun 
total saham SGM yang dikuasai 
Rio sebanyak 6.000 lembar. 

Saham-saham itu diperoleh 
dari penjualan saham tiga peng-
urus perusahaan, yakni Gesang 
Timora (direktur utama), Reni-
wati Hamid (direktur), dan Me-
linda Dee (komisaris).

“Masing-masing menjual 
2.000 lembar sahamnya kepada 
Rio Mendhung. Sejak itu, Rio 
jadi pemegang 6.000 lembar 
sa ham dan ditetapkan oleh 
RUPS sebagai komisaris utama 
perusahaan sejak 3 September,” 

kata Direktur II Tindak Pidana 
Ekonomi Khusus Bareskrim 
Pol ri Brigjen Arief Sulistyanto 
di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Rio Mendhung 

mem bantah berbisnis di SGM. 
Ia mengaku hanya menjabat 
pe nasihat perusahaan dan ti dak 
menyerahkan modal. 

Mantan Gubernur Akademi 
Angkatan Udara itu mengaku 
ti dak mengenal Melinda yang 
mundur dari Sarwahita per 1 
Februari 2011. Presdir SGM An-
drea Pereshtu pun membantah 
bahwa Rio menjabat komisaris 
utama.

Soal Rio berbisnis, Wakil 
Ketua Komisi I DPR Tubagus 
Hasa nud din menegaskan hal 
itu me langgar undang-undang. 
“Se suai aturan Pasal 39 UU No 

34 Tahun 2004 tentang TNI de-
ngan jelas disebutkan bahwa 
anggota TNI tidak boleh mela-
kukan bisnis,” ungkapnya.

Dia juga menyesalkan per nya-
taan Panglima TNI Laksama na 
Agus Suhartono yang mengi-
zinkan Rio Mendhung aktif 
ber bisnis.

“Peraturan Pemerin tah No-
mor 39 Tahun 2010 mensyarat-
kan perwira yang ber sang kutan 
harus mengajukan pensiun 
terlebih dahulu.” (AW/Bob/
VB/X-6)

Berita terkait hlm 7

Petinggi Lemhannas Beli Saham Melinda

MI/RAMDANI

Sejak itu, Rio 
jadi pemegang 

6.000 lembar sa ham dan 
ditetapkan oleh RUPS 
sebagai komisaris utama.’’
Arief Sulistyanto
Direktur II Tindak Pidana Ekonomi 
Khusus Bareskrim Pol riFREDDY



Pemerintah tidak Berdaya
MEREKA bisa dilepaskan bergantung pada kekuatan lobi peme-
rintah RI. Seorang perompak Somalia pernah mengatakan kepada 
reporter CNN bahwa di Somalia, pemerintah sama sekali enggak 
memiliki kekuatan untuk menumpas para bajak itu.

Mateus Suseno

Buktikan Nyalimu
TURUT prihatin.... Para wakil rakyat dan pejabat terkait, apa 
tindakan dan gerakan kalian untuk menyelesaikan masalah ini? 
Kalau sekadar ucapan prihatin dan dukacita, sudah diwakili 
teman-teman. 

Prio Blenyik

WNI Selalu Diabaikan 
INDONESIA negara yang tidak pernah peduli dengan rakyat. 
Indonesia terkenal dengan negara yang tidak pernah mementing-
kan rakyat. Kasus-kasus penyanderaan WNI oleh para perompak 
Somalia, kalau tidak diungkap media, pasti akan diabaikan peme-
rintah. Karena itu, kalau enggak ada keuntungan untuk parpol 
dan pribadi, pasti semua yang menyangkut kepedulian nasib WNI 
akan terus diabaikan. Hanya Allah-lah satu-satunya penolong. 
Kami doakan semoga WNI yang disandera selamat. 

Abi Naufal

Lakukan Tindakan Nyata
UNTUK para pemimpin Samudera Indonesia dan pihak-pihak 
yang berkompeten, mohon segera lakukan tindakan nyata agar para 
anak buah kapal cepat bebas dan selamat. Ingat, istri dan anak-anak 
mereka menunggu. Kita adalah bangsa yang bermartabat. 

Wawan Purwana

25 Hari tidak Sebentar
ANAK buah kapal sudah 25 hari terlunta-lunta dibajak di perairan 
Somalia dan menjadi perhatian dunia. Anggota DPR yang terhor-
mat lagi sidang malah nonton video porno dan Ketua DPR yang 
ingin disebut ‘bapak pembangunan’ ngotot ingin membangun 
gedung baru. Mana bisa (mereka) mikirin anak bangsa, Bung?

M Rahmat

Contoh Thailand
SEBENARNYA peran pemerintah di sini sangat penting sekali 
karena orang tidak akan bangga punya negara kalau negara tidak 
mampu menjamin keamanan warga di mana pun berada. Namun, 
pihak PT Samudera bergerak agak lamban untuk berkomunikasi 
dengan menteri luar negeri. 
   Namun, sekarang informasi sudah diketahui berbagai pihak 
maka pemerintah harus bergerak cepat dengan dua tindakan, 
yaitu kekerasan seperti yang dilakukan pemerintah Thailand 
yang bisa menumpaskan perompak selama satu hari atau non-
kekerasan, bisa juga membantu PT tersebut dalam membayar 
tebusan yang diminta.
                                                                                     Dadang Irawan

Bisanya cuma Memantau
TIAP hari keadaan 20 anak buah kapal yang disandera dipantau. 
Apa bisa membantu kalau cuma memantau saja? Kasihan.

Mas Khury

PEMERINTAH Indonesia berupaya memastikan pembebasan 20 
warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi awak kapal Sinar 
Kudus. Mereka disandera perompak Somalia yang meminta uang 
tebusan US$3,5 juta (sekitar Rp30 miliar).

Kapal Sinar Kudus yang mengangkut nikel dari Sulawesi 
menuju Rotterdam, Belanda, dibajak di sekitar 320 mil timur 
laut Pulau Socotra, Samudra Hindia, pada 16 Maret 2011. Kapal 
mengangkut 20 awak kapal asal Indonesia. Pemilik kapal, yakni 
PT Samudera Indonesia, saat ini masih terus berkomunikasi de-
ngan perompak Somalia. 

Bagaimana penilaian masyarakat soal peristiwa itu? Berikut 
sejumlah pendapat yang masuk ke www.mediaindonesia.com, 
Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan interupsi@media-
indonesia.com.

PENGANTAR

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

Tidak Cukup 
Kata Prihatin

ANTARA/ARIEF PRIYONO

ANATA SYAH FITRI

F-PDIP DPR menegas-
kan tidak berubah si-
kap dan tetap meng-
inginkan penundaan 

proyek pembangunan gedung 
baru DPR. Bahkan, F-PDIP 
menilai rapat konsultasi sarat 
dengan tekanan dan keinginan 
pimpinan DPR untuk melo-
loskan proyek senilai Rp1,138 
triliun itu. 

“Pada putaran ketiga (rapat 
konsultasi), perdebatannya ha-
nya dengan F-Gerindra dan 
F-PAN. Pengambilan kesim-
pulannya juga tidak jelas. Lalu 
di serahkan kepada Pak Anis 
Matta (F-PKS) untuk menyam-
paikan kesimpulan. Sebenarnya 
tidak ada kesimpulan karena 
tidak diketok sebagai kesim-
pulan,” papar Wakil Ketua DPR 
dari F-PDIP Pramono Anung di 
Jakarta, kemarin.

Pramono adalah salah satu 
anggota F-PDIP yang mengiku-
ti rapat konsultasi antara pim-
pinan DPR dan pimpinan frak-
si-fraksi pada Kamis (7/4). 

Anggota F-PDIP yang juga 
ikut dalam rapat konsultasi 
tersebut, Theodorus Jakob 
Koekerits, mengungkapkan se-
luruh pimpinan fraksi sebenar-
nya memberi catatan mengenai 
proyek itu. 

Setelah seluruh fraksi me-
nyampaikan sikap masing-
masing, lanjut dia, Ketua 
DPR Marzuki Alie langsung 
bertanya kepada F-PAN dan 
F-Gerindra yang dianggap 

menolak pembangunan ge-
dung baru. Sehingga, fraksi 
lain dikesankan mendukung 
pembangunan gedung baru 
DPR meski dengan sejumlah 
catatan. 

“Dia langsung bertanya, 
PAN dan Gerindra perlu tidak 
gedung baru. Ketika PAN me-

nyampaikan tanggapan, Pak 
Marzuki langsung mendesak 
dengan pertanyaan ‘Jadi perlu 
dibangun atau tidak, kalau 
perlu, berarti setuju, dong’. 
PAN lalu bilang belum perlu 
sekarang. Gerindra malah tegas 
menjawab tidak perlu,” urai 
Theodorus.

Digugat perdata
Kengototan untuk melanjut-

kan proyek itu pun membuat 
Sekretariat Nasional Forum 
Indonesia Untuk Transparansi 
Anggaran (Fitra) menggugat 
pimpinan DPR dan sejumlah 
pihak lain ke Pengadilan Ne-
geri Jakarta Pusat, kemarin. 

“Penggunaan uang yang 
mencapai Rp 1,8 triliun itu bisa 
menghilangkan asuransi kese-
hatan rakyat miskin sebanyak 
22 juta orang. Itu kan pembo-
rosan,” ungkap Koordinator 
Advokasi dan Investigasi Fitra 
Uchok Sky Khadafi  saat me-
nyampaikan gugatan. 

Dalam gugatan perdata ber-
nomor 153/PDT.G 2011 terse-
but, Fitra menjadikan 13 pihak 
sebagai tergugat, seperti Ketua 
DPR, Ketua Badan Urusan 
Rumah Tangga (BURT) DPR, 
Presiden, dan seluruh ketua 
fraksi di DPR. 

Uchok menilai kebijakan 
tersebut telah menyinggung 
masyarakat Indonesia sehingga 
para tergugat harus meminta 
maaf kepada masyarakat mini-
mal ke lima media cetak na-
sional, lima media elektronik 
nasional, serta dua media jejar-
ing sosial.

“Selain minta maaf, kami 
juga menuntut agar pemba-
ngunan gedung DPR dihenti-
kan sementara hingga perkara 
ini memiliki kekuatan hukum 
yang tetap,” papar Uchok.

Dari istana, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengaku 
tidak bisa melarang DPR mem-
bangun gedung baru. Menteri 
Sekretaris Negara Sudi Silalahi 
mengatakan Presiden tidak da-
lam kapasitas untuk melarang. 
“Apa yang disampaikan Pre-
siden dalam pertemuan itu 
(Kamis, 7/4) adalah agar bisa 
lebih dihemat,” kata Sudi, 
kemarin.

Presiden meminta agar ren-
cana pembangunan gedung 
baru DPR disesuaikan dengan 
peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum. Bahkan, Presiden akan 
mengeluarkan peraturan presi-
den untuk menguatkan pera-
turan menteri. 

Ia enggan mengomentari 
gugatan hukum sejumlah LSM.
(VB/ Nav /P-1)

anata@mediaindonesia.com

Rapat Konsultasi 
Gedung DPR Sarat Tekanan
Karena 
memboroskan 
anggaran negara, 
pimpinan DPR 
harus meminta maaf 
dan menghentikan 
pembangunan 
gedung baru DPR.

INKOSISTENSI dalam me-
nerapkan Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara memicu krisis ke-
bangsaan berkepanjangan. 
Pasalnya, negara belum seutuh-
nya menjadikan Pancasila se-
bagai prioritas pendekatan 
penyelesaian masalah bangsa.

Demikian intisari dari diskusi 
dalam peluncuran buku Negara 
Paripurna: Historitas, Rasio-
nalitas, dan Aktualisasi Pancasila 
karya peneliti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
Yudi Latif  di Kompleks DPR 
RI, Jakarta, kemarin.

Hadir pada peluncuran buku 

tersebut, antara lain, Ketua 
DPD Irman Gusman, Ketua 
MPR Taufiq Kiemas, Wakil 
Ketua MPR Lukman Saefuddin, 
dan tokoh nasional lainnya.

Mantan Ketua LIPI Taufik 
Abdullah mengungkapkan 
Pancasila kini mulai disam-
pingkan dalam penyelesaian 
permasalahan bangsa.

“Pancasila merupakan sifat, 
bukan tujuan negara. Tapi da-
lam pemecahan permasalahan 
kebangsaan sifat ini jarang 
dipakai,” ujarnya.

Menurut Taufik, Pancasila 
tercetus untuk menjadi perekat 
perbedaan kelompok, suku, 

agama, ras, dan golongan.
Pada kesempatan itu, Ketua 

MPR Taufi q Kiemas, menerang-
kan, di dalam buku Yudi Latif 
itu memberikan penjelasan Pan-

casila lahir pada 1 Juni 1945 dan 
pencetusnya adalah proklama-
tor Bung Karno. “Pancasila itu 
menyediakan jawaban atas jati 
diri bangsa yang bermuara pada 
negara yang berpihak kepada 
tumpah darah daripada free 
trade,” tuturnya.

Ekonom Kwik Kian Gie me-
nambahkan Pancasila membe-
rikan sikap tegas dalam penge-
lolaan kesejahteraan. Sayang, 
sila kelima Pancasila, Keadilan 
Sosial bagi Seluruh Rakyat In-
donesia, tidak menjadi aplikasi 
dalam pengelolaan perekono-
mian sejak Orde Baru.

Yudi Latif mengingatkan 

inkonsistensi pada Pancasila 
justru menjebak Indonesia ada 
krisis multidimensi yang tidak 
terselesaikan. “Model pende-
katan politik yang dilakukan 
pemerintah dalam mengelola 
negara malah menjauhkan 
mereka dari rakyat,” ujar Yudi 
yang juga Direktur Reform 
Institute itu.

Sisi keagamaan pun tidak 
lepas dari dampak pragma-
tisme. Rais Syuriah PBNU KH 
Masdar Farid Mas’udi menye-
butkan pemikiran Pancasila 
mengelola aliran kepercayaan 
dan agama sebagai bagian dari 
keragaman. (AO/P-3)

DIDAKWA kasus dugaan suap 
cek perjalanan, anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) TM 
Nurlif resmi diberhentikan. 
  Menteri Sekretaris Negara 
Sudi Silalahi mengatakan Presi-
den Susilo Bambang Yudho-
yono telah menandatangani 
keputusan presiden (keppres) 
pemberhentian terdakwa kasus 
dugaan suap pemilihan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indone-
sia Miranda Swaray Goeltom 
tahun 2004 itu. 
  Namun, Sudi tidak mem-
beritahukan kapan keppres 
itu ditandatangani. “Sudah 
(dikeluarkan keppresnya). Kan 
dia sudah tidak ikut lagi,” 
kata Sudi di Kantor Presiden, 
Jakarta, kemarin.

 Itu diungkapkannya seusai 
mendampingi Presiden mene-
rima Ketua BPK Hadi Poer-
nomo dan pejabat BPK lainnya. 
BPK menemui Presiden untuk 
membahas hasil pemeriksaan 
semester II 2010. 

Dalam kunjungan tersebut, 
memang tidak terlihat keha-
diran Nurlif yang telah men-

jalani sidang perdananya di 
Pengadilan Tipikor, Kamis 
(7/4). Mantan anggota Komisi 
XI DPR Fraksi Partai Golkar 
itu kini meringkuk di Rumah 

Tahanan Salemba, Jakarta.
 Sejak ditetapkan sebagai 

tersangka kasus dugaan suap 
cek perjalanan tersebut, Nurlif 
selaku anggota VII BPK dinon-

aktifkan dari jabatannya pada 
20 Oktober 2010. 

 Nurlif menjalani sidang 
bersama empat politikus Par-
tai Golkar lainnya, Baharuddin 

Aritonang, Reza Kamarullah, 
Asep Ruchyat, dan Hengky 
Baramuli.

 Pada persidangan lanjutan 
kasus cek pelawat, lima politi-
kus PDIP didakwa atas kasus 
dugan suap cek perjalanan da-
lam pemilihan Deputi Guber-
nur Senior BI pada 2004. 

 Itu merupakan sidang per-
dana dari lima terdakwa, yakni 
Agus Condro Prayitno, Max 
Moein, Rusman Lumban Toru-
an, Poltak Sitorus, dan Willem 
Max Tutuarima.

 Saat persidangan akan di-
mulai, Arteria Dahlan sebagai 
kuasa hukum Rusman Lumban 
Toruan meminta hakim agar 
menghadirkan Nunun Nurbae-
ti sebagai pihak yang diduga 
menyuap anggota Komisi IX 
DPR periode 1999-2004. “Kita 
mohon betul agar Ibu Nunun 
dihadirkan,” cetus Arteria di 
Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi, kemarin.

 Menurut jaksa Muhammad 
Rum, kelima politikus itu teran-
cam hukuman penjara lima 
tahun. (Nav/ED/*/P-3)

Pancasila Ditinggalkan, Picu Krisis Kebangsaan 

TM Nurlif Diberhentikan dari BPK

Model pendekatan 
politik yang 

dilakukan pemerintah 
dalam mengelola negara 
malah menjauhkan 
mereka dari rakyat.”

Yudi Latif
Peneliti LIPI

SIDANG PERDANA: Empat dari lima terdakwa mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP (dari kiri) Agus 
Condro, Max Moein, Poltak Sitorus, dan Willem Tutuarima menjalani sidang perdana di Pengadilan 
Tipikor, Jakarta, kemarin. Para terdakwa diduga menerima suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

MI/USMAN ISKANDAR

MENOLAK GEDUNG BARU: Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Koalisi CSO APBN untuk 
Kesejahteraan Bersama Rakyat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. 
Mereka mendaftarkan gugatan terhadap Ketua DPR Marzuki Alie yang telah melakukan perbuatan 
melawan hukum yaitu melakukan tindakan bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan.

MI/TRI HANDIYATNO
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DINAMIKA

Kami ingin betul 
dana otsus 

digunakan sebaik-baiknya, 
rasionya tepat antara yang 
digunakan di kabupaten/
kota.” 

Susilo B Yudhoyono
Presiden RI

AKHMAD  MUSTAIN

B
ERANI mengakui per-
buatan dan memilih 
mundur dari jabatan 
membuat anggota 

DPR dari Fraksi Partai Keadil-
an Sejahtera (PKS) AriÞ nto jus-
tru dibanjiri dukungan. Pasal-
nya, sikapnya itu masih amat 
langka terjadi di kalangan 
pejabat negara saat ini.

Pakar hukum tata negara 
Irmanputra Sidin mengajak 
masyarakat untuk memaafkan-
nya sekaligus mengapresiasi 
keputusannya untuk mundur 
dari jabatannya selaku anggota 
DPR. Ia berharap sikap yang 
telah ditunjukkan AriÞ  nto itu 
dicontoh oleh anggota DPR 
lainnya, termasuk yang tengah 
bermasalah dengan hukum.

“Budaya malu dan berani 
mundur atas perbuatan salah 
sebagai pertanggungjawaban 

pejabat publik harus diapre-
siasi oleh masyarakat. Ini bu-
daya bagus di tengah degradasi 
moral bangsa saat ini. Dia telah 
menjalankan pertanggung-
jawaban moral kepada masya-
rakat. Jadi jangan lagi dirinya 
dicecar dan dipojokkan,” ujar 
Irmanputra dalam perbincang-
an, kemarin.

Selama ini, sambungnya, 
banyak pejabat negara yang 
pengecut dan tidak mau mun-
dur jika berbuat salah. “Bi-
asanya para pejabat yang salah 
itu cenderung membela diri 
dan menggunakan segala cara 
dengan dalil dan alasan yang sa-
ngat tidak logis,” tambahnya.

Pengunduran diri Ari Þ nto, 
menurutnya, juga bisa menja-
di budaya hukum yang bagus 
dalam pengelolaan jabatan ne-
gara. Langkahnya itu juga bisa 
menjadi preseden bagus untuk 
diikuti oleh sejumlah pejabat 

publik yang pernah melanggar 
hukum, tetapi tetap ngotot tidak 
bersalah.

“Saya berharap langkah Ari-
Þ nto ini bisa diikuti oleh se-
luruh pejabat negara lainnya, 
baik di lingkungan eksekutif, 
yudikatif, maupun legisla-
tif. Seluruh pejabat yang ber-
masalah saat ini jangan lagi 
memberikan dalih-dalih yang 
justru akan semakin menyakit-
kan hati rakyat,” tandasnya.

Apresiasi yang sama juga 
datang dari Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU). 
Ketua PBNU bidang Ekonomi 
Iqbal Sullam di Kantor Wakil 
Presiden kemarin menilai lang-
kah AriÞ nto itu sebagai sebuah 
langkah kesatria.

“Kita melihat bahwa bisa saja 
manusia berbuat hal semacam 
itu karena kekhilafannya. Ke-
khilafannya itu bisa disengaja, 
bisa juga tidak. Dia telah me-
nunjukkan sikap kesatria. Kita 
hargai sikap kesatria beliau. 
Beliau tidak mencari suatu 
pembelaan dan itu yang kita 
hargai,” katanya.

Tetap melenggang
Sikap kesatria yang sudah 

ditunjukkannya itu berbeda de-
ngan sikap yang diambil oleh 
koleganya di DPR. Hingga saat 
ini, sejumlah anggota DPR yang 
bermasalah dengan hukum 
masih menjadi wakil rakyat. 
Partai asal anggota DPR itu pun 
lebih memilih membiarkannya 
ketimbang memecatnya.

Sebut saja As’ad Syam dari 
Fraksi Demokrat yang telah di-
vonis Mahkamah Agung (MA) 
empat tahun penjara. Dalam 
putusannya, MA mengabulkan 
kasasi jaksa penuntut umum 
pada 10 Desember 2008 atas 
kasus korupsi proyek pemba-
ngunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel Unit 22 Sungai 
Bahar. Saat ini, ia masih ikut 
bersidang di DPR mengatasna-
makan rakyat.

Selain As’ad, masih ada Jhon-
ny Allen Marbun yang juga 
berasal dari Fraksi Demokrat. 
Jhonny yang saat ini menjadi 
Wakil Ketua Umum DPP Par-
tai Demokrat itu hingga kini 
tidak bersedia mundur meski 

sudah bolak-balik diperiksa 
KPK karena diduga menerima 
uang Rp1 miliar dari mantan 
anggota DPR F-PAN Abdul 
Hadi Djamal. 

Uang tersebut diduga ada-
lah uang suap dari pengusa-
ha Hontjo Kurniawan yang 
disalurkan lewat Abdul Hadi 
selaku anggota Komisi V DPR 
periode 2004-2009 yang mena-
ngani soal perhubungan, untuk 
pengucuran dana stimulus 
pembangunan dermaga dan 
bandara di Indonesia Timur.

Karena itu, atas langkah yang 
sudah diambil AriÞ nto, Wakil 
Ketua DPR Priyo Budi San-
toso menilai langkah itu bisa 
menyelamatkan wajah DPR 
yang saat ini buruk di mata 
masyarakat. 

“Di tengah krisis keperca-
yaan terhadap pejabat publik, 
AriÞ nto mengajarkan sesuatu 
yang baik kepada bangsa ini. 
Saya kira ini adalah sikap 
yang gentleman,” terangnya. 
(*/*/P-2)

mustain@mediaindonesia.com

Anggota DPR Harus Tiru Ari“  nto
Hingga saat ini masih ada anggota dewan 
yang tetap ingin mewakili rakyat meski 
bermasalah dengan hukum.

Presiden Proses 28 Izin Pemeriksaan

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam mengaku ia baru memproses 
28 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden. 
Oleh karena itu, ia mengaku heran dengan penjelasan Kapuspen 
Kejaksaan Agung yang menyebutkan ada 61 permohonan izin 
pemeriksaan kepala daerah yang diajukan kejaksaan dan belum 
juga turun dari Presiden sejak 2005.

“Yang jelas, penjelasan dari Kapuspen Kejaksaan Agung yang 
katanya ada 61 izin dari Presiden untuk pemeriksaan itu salah. 
Jadi menurut saya, karena yang urus saya sebagai Seskab, di meja 
Presiden itu tidak ada. Saya tidak tahu angka 61 itu dari mana. 
Silakan Jaksa Agung jelaskan dari mana,” kata Dipo kepada war-
tawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengata-
kan surat izin pemeriksaan dari Presiden sebenarnya tidak mutlak 
dibutuhkan untuk memeriksa kepala daerah yang terganjal perkara 
hukum. Menurutnya, jika dalam waktu 60 hari Presiden tidak me-
ngeluarkan izin, pemeriksaan bisa dilaksanakan. (Nav/P-2)

PEMERINTAH Provinsi Papua 
dan Papua Barat diingatkan 
untuk meningkatkan e Þ siensi 
penggunaan dana otonomi 
khusus (otsus). Apalagi, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
disebut sangat menyoroti peng-
gunaan dana tersebut. 

“Kami ingin betul dana otsus 
digunakan sebaik-baiknya, 
rasionya tepat antara yang di-
gunakan di kabupaten/kota. 
Administrasi betul-betul tertib 
dan akuntabel. Saya berharap 
juga menjadi semangat peme-
rintah baik Papua maupun 
Pa pua Barat,” kata Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
saat memberi keterangan pers 
seusai menerima delegasi BPK 
di Kantor Presiden, Jakarta, 
kemarin. 

Sejak ditetapkan pada 2001 
hingga 2010, total dana otsus 
Papua mencapai Rp28 triliun. 
Pada 2010 dana otsus Papua 

mencapai Rp2,69 triliun dan 
Papua Barat Rp1,15 triliun. 
Untuk 2011, dana otsus Rp10,3 
triliun.

Presiden mengingatkan, ke-
dua pemerintah daerah harus 
menggunakan dana otonomi 
khusus secara tepat, propor-
sional, dan akuntabel. 

Wakil Presiden Boediono di 
Istana Wapres memimpin rapat 
penyiapan peraturan presiden 
tentang percepatan pemba-
ngunan Papua dan Papua Barat 
(P4B). Beberapa proyek pun 
disiapkan untuk mendukung 
upaya tersebut.

Rapat itu antara lain dihadiri 
Gubernur Papua Barnabas 
Suebu dan Gubernur Papua 
Barat Abraham Atururi.

Dalam kesempatan itu, ke-
dua gubernur menyampaikan 
beberapa rencana proyek yang 
dapat mendorong percepatan 
pembangunan. Antara lain, 

proyek pembangunan pusat 
pembangkit energi tenaga air 
di Mamberamo, pusat produksi 
pangan (food estate) di Merauke, 
dan beberapa infrastruktur 
seperti jalan dan bandara di 
Papua.

Gubernur Papua Barat juga 
menyampaikan rencana pem-
bangunan pabrik pengantong-
an semen untuk memudahkan 
pengangkutan dan penurunan 
ongkos, serta pusat pengem-

bangan peternakan sapi di 
kawasan Lembah Kebar dan di 
dataran Bomberai.

Namun, Juru Bicara Wapres, 
Yopie Hidayat, mengakui ke-
dua gubernur menyampaikan 
permasalahan yang menge-
muka mengenai penyediaan 
tanah untuk berbagai proyek 
tersebut. 

Pasalnya, ujar Yopie, menu-
rut penuturan kedua gubernur, 
kondisi sosial budaya di Papua 
dan Papua Barat sangat unik 
dan mengakui hak ulayat atas 
tanah, sehingga perlu ada pen-
dekatan khusus supaya soal 
tanah tidak menjadi masalah 
di kemudian hari.

Dalam sebuah diskusi di Ja-
karta, kemarin, dosen Univer-
sitas Cenderawasih Jayapura, 
Vience Tebay, berharap setiap 
usaha membangun Papua per-
lu didorong agar berjalan efek-
tif.  (Nav/Mad/*/*/Ant/P-1)

BPK Soroti Dana Otsus Papua

Jaksa Agung Lantik Feri Wibisono

KEJAKSAAN Agung, kemarin, melantik 26 pejabat eselon II, 
termasuk Feri Wibisono yang pernah menjabat direktur penun-
tutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Feri menempati 
posisi barunya sebagai kepala biro perencanaan pada Jaksa Agung 
Muda Pembinaan.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Basrief 
Arief di ruang Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jakar-
ta. Jaksa Agung juga melantik sebanyak 78 pejabat eselon III.

Feri adalah bekas petinggi KPK yang sempat diperiksa internal 
karena diduga memberi perlakuan diskriminatif terhadap orang 
yang dimintai keterangan oleh lembaga pemberantas korupsi itu.

Jaksa yang dipinjamkan Kejaksaan Agung ke KPK itu tertang-
kap basah tengah mengantar mantan Jaksa Agung Muda Intelijen 
(JAM-Intel) Wisnu Subroto lewat pintu khusus di Gedung KPK.  
Saat itu, Wisnu habis diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan 
percobaan penyuapan dan penghentian penyidikan kasus korupsi 
PT Masaro dengan tersangka Anggodo Widjojo. (*/P-2)

KOMANDAN 
PASPAMPRES: 
Komandan 
Pasukan 
Pengamanan 
Presiden 
(Paspampres) 
Brigjen Agus 
Sutomo mengapit 
tongkat komando 
saat serah terima 
jabatan dengan 
pejabat lama 
Mayjen Waris (kiri) 
di Jakarta, kemarin. 
Selanjutnya 
Mayjen Waris 
akan menempati 
pos baru sebagai 
Panglima Kodam 
Jaya.

LAPORKAN NASIR DJAMIL: Pendiri Partai Keadilan (cikal bakal Partai 
Keadilan Sejahtera) Yusuf Supendi menyerahkan laporan kepada 
staf Badan Kehormatan (BK) DPR di kompleks parlemen, Jakarta, 
kemarin. Yusuf melaporkan politikus PKS Nasir Djamil yang 
menyebut dirinya sakit jiwa. 

MI/RAMDANI

MI/RAMDANI

Disebut Sakit Jiwa, 
Yusuf Supendi 

Datangi BK
PENDIRI Partai Keadilan Yusuf 
Supendi kembali mendatangi 
Badan Kehormatan (BK) DPR. 
Selain melaporkan perilaku 
anggota DPR AriÞ nto, kali ini 
kedatangannya juga untuk 
mengadukan anggota DPR 
dari Fraksi Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Nasir Djamil, atas 
tuduhan telah memÞ tnah dan 
menghinanya.

Yusuf mengaku tersinggung 
atas perkataan Nasir di sebuah 
kesempatan yang menyebut-
nya sakit jiwa. Hinaan itu di-
terimanya tak lama berselang 
setelah ia membongkar borok 
di tubuh PKS.

“Nasir yang menuduh saya 
sakit jiwa atau jiwanya ter-
ganggu. Masak sakit jiwa bisa 
ke sini dan bisa diwawancara? 
Kan tidak masuk akal,” ujar 
Yusuf di Gedung DPR Jakarta, 
kemarin. 

Ia berharap BK DPR segera 
menindak Nasir karena perbu-
atannya dinilainya telah me-
langgar etika dan akhlak seba-
gai anggota dewan. “Itu Þ tnah 
dan penghinaan. Sesama mus-
lim juga tidak dibenarkan. Saya 
dituduh sakit jiwa,” katanya.

Tidak berhenti di situ, ia juga 
mengatakan tidak menutup 
kemungkinan akan membawa 

perbuatan Nasir tersebut ke 
kepolisian. “Tidak mustahil, 
saya akan bawa ke Bareskrim 
karena itu pelanggaran KUHP,” 
jelasnya.

Sebelumnya, Nasir sempat 
melontarkan pernyataan yang 
menyebut Yusuf sakit jiwa. 
Pernyataan itu dilontarkan Na-
sir setelah Yusuf melaporkan 
sejumlah petinggi PKS ke BK 
DPR dengan tudingan mengge-
lapkan dana pemilu dan dana 
pemilu kada DKI Jakarta.

Para petinggi PKS yang di-
laporkan, yaitu Ketua Dewan 
Syuro PKS Hilmi Aminuddin, 
Presiden PKS Luthfi Hasan 
Ishaaq, dan Sekjen PKS Anis 
Matta.

Selain ke BK DPR, Yusuf juga 
melaporkan para petinggi PKS 
itu ke Bareskrim Mabes Polri. 
“Saya sudah diminta Wakil Ke-
tua BK DPR Nurdirman Munir 
untuk menyerahkan hasil dari 
Bareskrim. Tapi DPR sedang re-
ses, jadi mungkin nanti sekitar 
tanggal 20 Mei,” kata dia.

Ia juga berharap PKS segera 
sadar untuk tidak terlalu melin-
dungi kadernya dengan mem-
babi buta. “Sebenarnya mereka 
harus sadar, sudah pada tua. 
Kalau tidak benar, kenapa di-
bela?” ujarnya. (*/P-2)


